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ABSTRAK

Rachilia Hamida. 201620251019. Pelaksanaan Hak Restitusi Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (Studi
Kasus Perkara Pidana Nomor 210/P1D/2014/PT.DKI)

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah
pengaturan hukum pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana
perdagangan orang dan bagaimanakah restitusi terhadap korban tindak pidana
perdagangan orang yang dibebankan kepada pelaku menurut Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1.
Korban tindak pidana perdagangan orang dapat mengalami penderitaan psikis,
mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial. Korban dapat mengalami trauma
atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan
orang sehingga memerlukan pertolongan segera untuk pemulihan kesehatan fisik
dan psikis. 2. Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, merupakan pemberian ganti rugi kepada korban/ahli waris
yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang
diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi sebagaimana dimaksud berupa ganti
kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk
tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang
diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Pemberian restitusi
dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pemberian
restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Restitusi sebagaimana
dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik
deskriptif yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder mencakup bahan
hukum primer, sekunder dan bahan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi
pustaka.Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif,
artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan
asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
Kata kunci: Restitusi, Korban, Perdagangan Orang.
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ABSTRACT

Rachilia Hamida. 201620251019. Implementation of the Right to
Restitution of Victims of Trafficking in Persons under Law Number 21 Year 2007
on the Eradication of Crime of Trafficking in Persons; (Case Study of Criminal
Case Number 210/P1D/2014/PT.DKI).

The purpose of this study is to find out how the regulation of compensation law to
the victims of trafficking in persons and how to restitution to victims of
trafficking in persons charged to the perpetrators according to Law Number 21
Year 2007 on the eradication of criminal acts of trafficking in persons. Using the
normative merode, it is concluded that: 1. Victims of trafficking in persons may
experience psychological, mental, physical, sexual, economic, and/or social
suffering. The victim may experience trauma or illness that endangers
himself/herself to the crime of trafficking in persons, requiring immediate relief
for the recovery of physical and psychological health. 2. Restitution to victims of
trafficking in persons according to Law Number 21 Year 2007 on the Eradication
of Crime of Trafficking in Persons, is a compensation to victims / heirs charged to
perpetrators of criminal acts based on court decisions with permanent legal force
over material and material losses and / or immaterial that suffered by the victim or
his heirs. Restitution as intended in the form of compensation for loss of wealth or
income; suffering; fees for medical and / or psychological treatment measures;
and / or other losses suffered by victims as a result of trafficking in persons. The
granting of restitution has been carried out since the first court ruling was passed.
The grant of restitution shall be made within 14 (fourteen) days from the date of
announcement of the decision which has obtained permanent legal force.
Restitution as may be entrusted in court where the case is terminated. This type of
research is a normative juridical legal research with descriptive characteristics
derived secondary data. Secondary data includes primary legal materials,
secondary legal materials and tertiary materials collected by means of literature
studies. The data are arranged in the form of descriptions and then analyzed
qualitatively, meaning the data is interpreted and discussed based on theories
(doctrines) and the principles and rules of law relating to the subject matter.
Keywords: Restitution, Victim, Trafficking Persons
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